GUBERNUR KALIMANTANTIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, PENGHENTIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAT APARATUR STPTL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

.od
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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Peraturan Gubemur Nomor 32 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
sudah tiaak sesuai dengan konaisi saat ini sehingga
perlu diubah:

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956
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Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan
Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9):

Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun
2019 tentang Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019 Nomor 37);

Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun
2020 tentangTata Cara Pemberian, Pemotongan,
Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipit  Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2020 Nomor 33);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN,
PENGHENTIAN  TAMBAHAN  PENGHASILAN  PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal |

Ketentuan ayat (2)Pasal 19 dalamPeraturan GubemurNomor 32 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negaradi Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Nomor 33) dihapus,sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19

(1) TTP Tenaga Kesehatan sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
tersendiri tetap berpedoman dengan Peraturan Gubernur ini.

(2) Dihapus.

Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
MUHAMMAD SABANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 49.
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